
 

 
BAB III 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis 

diatas, maka penulis dapat menyimpulkan yakni: 

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi 

yaitu adanya pemenuhan hak terhadap anak, perlindungan 

khusus kepada anak korban tindak pidana pornografi, 

pendampingan serta pembinaan kepada korban tindak pidana 

pornografi sudah dilakukan sesuai dengan tugas dan peran 

masing-masing lembaga seperti penegak hukum yaitu 

kepolisian, jaksa, dan hakim serta lembaga sosial yaitu Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 

Pengendalian Penduduk. Anak yang menjadi korban tindak 

pidana pornografi telah memiliki perlindungan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang. 

2. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana 

pornografi memiliki beberapa kendala yaitu: 

a. Anak korban takut untuk melaporkan terkait kejadian yang 

dialaminya, takut untuk memberikan keterangan terhadap 

tindak pidana pornografi yang terjadi kepada anak korban, 

adanya beban psikis. 

b. Takut adanya ancaman dari pelaku tindak pidana pornografi 

c. Kurang selarasnya pengaturan tentang tindak pidana 

pornogradi antara UU ITE dengan UU Pornografi. 

d. Korban dari tindak pidana pornografi mendapati dirinya 

terkena luka batin dan trauma setelah terjadi tindak pidana 

pornografi yang menimpanya. Trauma dan luka batin 

tersebutlah  yang  membuat  korban  malu  untuk 
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B. Saran 

memberitahukan kejadian yang terjadi dan takut aib dirinya 

tersebar kepada orang lain. 

 
Berdasarkan penulisan atas permasalahan, pembahasan hingga 

kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis pada skripsi ini, maka saran 

yang diberikan oleh penulis sebagai berikut: 

1. Diperlukan pengaturan mengenai pemulihan hak anak sebagai 

korban pornografi melalui kompensasi dan restitusi yang 

sepadan dengan tindak pidana pornografi yang dialaminya 

dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi sehingga menciptakan suatu kepastian hukum 

mengenai pemulihan hak anak sebagai korban pornografi selain 

diberikannya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial. 

2. Diperlukan keselarasan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 

Untuk mencapai keselarasan dapat dilakukan legislatif review 

atau amandemen atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 

terkait Pasal 27 ayat (1) yang mana hal ini merugikan baik anak 

maupun perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana pornografi 

karena dalam hal menangkap pelaku menjadi lebih sulit, padahal dapat 

diketahui bahwa pelaku pornografi saat ini banyak yang berasal dari 

orang terdekat dari korban. 
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